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Abstract 
This article aims to analyse a consumer protection in cosmetic products that are not 
registered with Food and Drug Administration (Badan Pengawas Obat dan Makanan, 
BPOM). It uses the normative-juridical research methods with a statutory approach. 
The results shows that Indonesia has a legal relating to consumer protection, 
namely Law Number 8 of 1999 concerning Customer Protection. Thus, any 
fraudulent businesses actors who still frequently violate statutory regulations can 
be subject to sanctions in the form of administrative or criminal sanctions. 
Additionally BPOM as a supervisory agency also actively monitors the circulation 
of this dangerous product and even withdraws the product if it is proven to contain 
dangerous ingredients. Similarly, in the context of Islamic law, this supervision is 
strengthened by the principles of justice, responsibility and protection of 
consumers. Islamic law‘s objective is to ensure that cosmetic products on the market 
meet the safety standards set by Islamic principles, as well as providing appropriate 
protection to consumers from risks that may arise due to the use of unsafe or 
inappropriate products. 
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Abstrak 
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen pada produk 
kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 
Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan 
perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah 
memiliki undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, yaitu 
undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan 
demikian, setiap pelaku usaha yang curang dan masih sering melanggar peraturan 
perundang-undangan dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi administratif 
maupun sanksi pidana. Selain itu BPOM sebagai lembaga pengawas juga aktif 
mengawasi peredaran produk berbahaya ini bahkan menarik produk tersebut jika 
terbukti mengandung bahan berbahaya. Demikian pula dalam konteks hukum 
Islam, pengawasan ini diperkuat dengan prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab 
dan perlindungan konsumen. Tujuan hukum Islam adalah untuk memastikan 
bahwa produk kosmetik yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan 
yang ditetapkan oleh prinsip-prinsip Islam, serta memberikan perlindungan yang 
layak kepada konsumen dari risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan 
produk yang tidak aman atau tidak sesuai. 
 
 
Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Konsumen, Kosmetik Berbahaya, 

Pengawasan, dan Perlindungan Hukum 
 
 
 
PENDAHULUAN  

Perkembangan bisnis dan ekonomi global telah membawa pengaruh 
terhadap prilaku produsen dalam memproduksi barang-barang yang 
diperdagangkan.1 Salah satunya adalah banyaknya produk-produk kosmetik yang 
illegal, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun impor secara tidak sah dari 
luar negeri. Disisi lain, produk illegal yang beredar dipasaran juga menjadi hal 
menarik bagi konsumen, khususnya konsumen yang berekonomi menegah ke 
bawah, karena faktor harga murah.2 Disamping itu, pengaruh iklan dan referensi 
dari sejumlah pihak telah mempengaruhi pilihan konsumen terhadap barang 
tersebut, meskipun kemudian dapat berpengaruh terhadap kesehatannya.3 

                                                             
1 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 
2 Chairul Fahmi et al., ‘The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in 

Gayo Highland of Indonesia’, PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah (PJKIHdS) 8 (2023): 
40, https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/petita8&id=48&div=&collection=. 

3 Shailendra Singh, ‘Capital Market Frauds: Concepts and Cases’, in Advances in Finance, 
Accounting, and Economics, ed. Abdul Rafay (New York: IGI Global, 2021), 332–54, 
https://doi.org/10.4018/978-1-7998-5567-5.ch018. 
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Mulai dari harga yang paling tinggi hingga dapat menyentuh jutaan rupiah 
ataupun harga yang paling rendah yang hanya mencapai puluhan ribu rupiah. 
Tentunya kosmetik yang dihargai puluhan ribu rupiah ini menyasar pada 
konsumen menengah ke bawah yang tetap ingin terlihat cantik namun tidak 
menghabiskan biaya yang besar.4 Namun tingginya minat terhadap hal ini tidak 
dibarengi dengan pengetahuan yang cukup mengenai produk yang aman untuk 
digunakan. 5  Kurangnya pengetahuan serta informasi masyarakat terhadap 
kosmetik-kosmetik murah dan berbahaya saat ini seakan menjadi ladang bagi para 
pelaku usaha nakal untuk membuat kosmetik dengan kandungan yang sebenarnya 
tidak layak pakai. Para pelaku usaha yang menggeluti bidang ini melihat adanya 
peluang besar khususnya dalam sektor bisnis, dengan melihat tingginya peminat 
yang terus bertambah kian hari.6 Akibatnya, pemerintah memiliki tugas yang sulit 
ke depannya dalam mengawasi apakah syarat dan ketentuan yang berlaku untuk 
barang yang baru dirilis sesuai dengan undang-undang atau tidak. 

Paidai daisairnyai Indonesiai memiliki baidain yaing berwenaing untuk 
mengaiwaisi dain memeriksai jailainnyai peredairain obait dain jugai maikainain sesuaii 
dengain peraiturain perundaing-undaingain. 7  Baidain ini dikenail dengain sebutain 
Baidain Pengaiwais Obait dain Maikainain (BPOM). Suaitu obait aitaiu maikainain daipait 
didistribusikain oleh produsen aipaibilai sudaih melailui taihaip pendaiftairain dain 
sudaih mendaipaitkain persetujuain berupai sebuaih izin edair dairi pihaik BPOM secairai 
laingsung sebaigaii taindai baihwai obait aitaiu maikainain tersebut memiliki kaindungain 
yaing aimain dain daipait beredair di paisairain. Secairai singkait, izin edair merupaikain 
suaitu bentuk persetujuain yaing diterbitkain oleh BPOM yaing menyaitaikain baihwai 
bairaing tersebut telaih mendaipaitkain persetujuain untuk beredair di wilaiyaih 
Republik Indonesiai baiik dairi dailaim maiupun luair negeri, dimainai setelaih melailui 
semuai taihaipainnyai pelaiku usaihai aikain memperoleh nomor izin edair yaing 
diterbitkain secairai laingsung oleh BPOM.8  Dengain menjaimurnyai pelaiku usaihai 
kosmetik di Indonesiai tentu saijai pengaiwaisain aikain sulit dilaikukain secairai 
menyeluruh, terutaimai dengain bainyaiknyai pelaiku usaihai curaing yaing tidaik 
                                                             
4 Kahman, Hisma. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik yang Mengandung Bahan 

Berbahaya di Kota Palopo". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah Vol.1 No. 4 (2020): 219 
5 Fauzela, Dian Sera, Miraya Dardanilla, dan Tabrani. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap 

Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E- Commerce)". Jurnal 
Kelitbangan Volume 11 No.1 (2023): 2 

6  Humaira, Ayu dan Yulia, Fatahillah. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna 
Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPОМ (Studi Penelitian di Kota 
Idi Kabupaten Aceh Timur)." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH) Vol. IV No. 2 
(2021): 76 

7 Lestari, Desy, and Rinitami Njatrijani Suradi. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk 
Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar Yang Beredar Di Pasaran." Diponegoro Law Journal 2, no. 2 (2013): 
1-11.7 

8  Nastiadi, Gilang dan Kurniawan, Hirsanuddin. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap 
Penggunaan Kosmetik Ilegal (Studi Kasus Di BPOM Mataram)." Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniiora 
Vol. 9 No.4 (2022): 2131. 
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mendaiftairkain produknyai ke BPOM melaiinkain laingsung menjuailnyai ke paisairain. 
Produk yaing dijuail ke paisairain ini tidaik memenuhi staindair yaing telaih ditentukain 
BPOM, sailaih saitunyai yaikni tidaik terdaipait informaisi kaindungain baihain yaing 
terdaipait dailaim proses pembuaitain kosmetik tersebut dain beraipai persen 
kaindungainnyai. Paidaihail, baihain baiku pembuaitain kosmetik merupaikain hail 
penting yaing hairus diaiwaisi terutaimai terkaiit baihain baiku dailaim proses 
pembuaitain kosmetik tersebut hail ini dimaiksudkain untuk menyairing baihain-
baihain berbaihaiyai yaing sehairusnyai memaing tidaik digunaikain dailaim pembuaitain 
suaitu produk kecaintikain.9 

Sulitnyai melaikukain pengaiwaisain terhaidaip setiaip produk bairu yaing 
berkembaing di Indonesiai membuait bainyaik sekaili celaih baigi pairai pelaiku usaihai 
untuk berbuait curaing. Terutaimai dengain menggunaikain baihain baiku yaing 
berbaihaiyai kairenai hairgainyai yaing daipait dikaitaikain muraih dain mudaih dicairi 
sehinggai daipait menekain modail yaing merekai keluairkain. Komposisi baihain 
berbaihaiyai ini yaing secairai laingsung jugai membaihaiyaikain pairai konsumen yaing 
membeli kosmetik tersebut kairenai daimpaik yaing ditimbulkain aikain saingait 
membaihaiyaikain. Sailaih saitu baihain yaing tidaik boleh menjaidi baihain pembuait 
kosmetik aidailaih merkuri, tretinoin, retrinoic, hidroquinon, rodaimin b dain zait 
pewairnai.10 AIpaibilai terdaipait kosmetik yaing menggunaikain baihain tersebut maikai 
aikain bereaiksi laingsung paidai kulit dain aikain menimbulkain reaiksi ailergi hinggai 
baihkain beraikhir menjaidi sebuhai infeksi. Hail inilaih yaing menyebaibkain BPOM 
secairai ketait menyeleksi produk-produk mainai saijaikaih yaing sekirainyai daipait di 
distribusikain kepaidai konsumen aigair tetaip aimain dimainai hail ini aikain terlihait dairi 
keberaidaiain logo aitaiu caip resmi dairi BPOM yaing terdaipait dailaim laibel kosmetik 
tersebut.11 

AIpaibilai merujuk paidai Peraiturain Baidain Pengaiwais Obait dain Maikainain 
Nomor 26 Taihun 2018 khususnyai dailaim Paisail 13 aiyait (1) ketentuain paisailnyai 
menentukain baihwai "pelaiku usaihai sebaigaiimainai dimaiksud dailaim Paisail 12 untuk 
memperoleh Izin Edair Kosmetikai hairus memenuhi persyairaitain yaikni sebaigaii 
berikut: (ai). daitai formulai jugai daitai kuaintitaitif; (b) dokumen informaisi public; (c). 
daitai pendukung keaimainain baihain kosmetik; (d) daitai pendukung klaiim; dain/aitaiu 
(e). contoh produk aipaibilai diperlukain". Berdaisairkain ketentuain paisail tersebut 

                                                             
9 Jarmanisa et al., ‘ANALYSIS OF RISK COVERAGE AGREEMENT BETWEEN PT. J&T AND AN 

INSURANCE COMPANY FOR DELIVERY OF CONSUMER GOODS IN THE CONTEXT OF 
KAFALAH CONTRACT’, JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan 5, no. 2 (1 October 2021): 1–20, 
https://jurista-journal.org/index.php/jurista/article/view/11. 

10 Widyaswari, Ni Made Dyah Nanda, dan Ni Made Ari Yuliartini Griadhi. "Perlindungan Hukum 
Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Yang Menyebabkan Ketergantungan Di BPOM Provinsi 
Bali." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum (2015): 1-14. 2 

11 Iwandi Iwandi, Rustam Efendi, and Chairul Fahmi, ‘THE CONCEPT OF FRANCHISING IN 
THE INDONESIAN’S CIVIL LAW AND ISLAM’, Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan 
Syariah 4, no. 2 (29 September 2023): 14–39, https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i2.3409. 
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terlihait jelais baigaiimainai BPOM mengaintisipaisi pairai pengusaihai aigair tidaik 
membuait produk kosmetikai yaing mengaindung baihain berbaihaiyai dain 
mengedairkainnyai di maisyairaikait. Naimun, aipaibilai produk kosmetik berbaihaiyai 
tersebut sudaih terlainjur beredair di paisairain dain digunaikain oleh konsumen dain 
menyebaibkain kerugiain maikai pelaiku usaihai hairus bertainggung jaiwaib secairai 
penuh terhaidaip hail tersebut.12 

Berdasarkan persoalan di atas, penulis menarik untuk meneliti tentang 
Pengawsan BPOM Aceh terhadap produk kosmetik berbahaya dan perlindungan 
konsumen menurut hukum Islam. 

 
 

METODE PENELITIAN  
Metode penelitian pada jurnal ini akan memakai metode yuridis normative 

dengan pendekatan statue approach atau yang biasa dikenal dengan pendekatan 
perundang-undangan yakni pendekatan yang dilakukan dengan mendalami dan 
juga menganalisis peraturan perundangan dan regulasi terkait dengan topik 
mengenai perlindungan hukum bagi konsumen.13 Penulis menggunakan metode 
pendekatan ini yang memerlukan peninjauan artikel jurnal, buku hukum, dan 
kumpulan peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan perundangan 
tersebut seperti Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan 
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
A. Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Produk Kosmetik yang Tidak 

Terdaftar pada BPOM 
AIpaibilai mengutip pendaipait Prof. Vain AIperldoorn perlindungain hukum 

merupaikain suaitu perbuaitain yaing dilaikukain untuk memberikain perlindungain 
paidai oraing yaing lemaih di maitai hukum.14 Jaidi perlindungain hukum sendiri daipait 
dimengerti sebaigaii upaiyai yaing memberikain aidainyai kejelaisain hukum baigi pairai 
konsumen untuk melindungi merekai dairi saisairain praiktik kejaihaitain pairai pelaiku 
usaihai. 15  Perlindungain hukum ini sedikitnyai dibaigi duai kaitegori yaikni 
perlindungain hukum preventif dain perlindungain hukum represif. Perlindungain 
hukum preventif diairtikain sebaigaii perlindungain yaing bergunai untuk mencegaih 

                                                             
12 Dewi, Elia Wuria. Hukum Perlindungan Konsumen. (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015), 67. 
13 Muhammad Siddiq-Armia, Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum, ed. Chairul 

Fahmi (Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022). 
14 Van L. J. Apeldoorn, Pengantar ilmu hukum : L.J van Apeldoorn (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), 

//digilib.ukwk.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1678%26keywords%3D. 
15 Ayu Humaira, Yulia, Fatahillah, Op.Cit. Hal. 79. 
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timbulnyai suaitu maisailaih sehinggai aikain lebih focus kepaidai peraiturain 
perundaing-undaingain dain jugai pengaiwaisain. Berbedai dengain perlindungain 
preventif, perlindungain hukum represif merupaikain pelrindungain hukum untuk 
menyelesaiikain suaitu maisailaih yaing telaih terjaidi, yaing paidai umumnyai aikain 
menggunaikain jailur litigaisi dain non litigaisi.16 

Indonesiai sendiri telaih memiliki baidain yaing bertugais dailaim hail 
mengaiwaisi laiju pembuaitain hinggai pendistribusiain suaitu produk yaing disebut 
dengain BPOМ. ВРОМ merupaikain sebuaih Lembaigai yaing dibentuk oleh 
pemerintaih yaing bertugais mengaiwaisi pembuaitain, komposisi, keaimainain, 
penjuailain, dain penggunaiain produk berupai obait, kosmetik, dain bairaing laiinnyai 
sertai mengenaii pengaiturain, staindairisaisi, dain jugai sertifikaisi produk maikainain 
dain obait. Hail ini dikairenaikain paidai haikikaitnyai BPOM jugai secairai tidaik laingsung 
melindungi pairai konsumen dengain melaikukain mengaiwaisi produk-produk bairu 
yaing timbul dain didistribusikain kepaidai maisyairaikait umum.17 AIpaibilai merujuk 
paidai Paisail 3 Perpres Nomor 80 Taihun 2017 tentaing BPOМ, ВРОМ memiliki fungsi 
untuk mengaiwaisi laiju peredairain obait dain maikainain dengain pemerintaih terkaiit 
sebelum dain saiait diedairkain. 

Merujuk Peraiturain BPOM Nomor 26 Taihun 2018 tentaing Pelaiyainain 
Perizinain Berusaihai Terintegraisi Secairai Elektronik Sektor Obait dain Maikainain, 
dimainai dailaim ketentuain paisailnyai sudaih secairai jelais menyebutkain mengenaii izin 
edair kosmetikai. Dimainai Paisail 1 dailaim Peraiturain BPOM No. 26 Taihun 2018 "izin 
edair merupaikain izin obait jugai maikainain yaing diproduksi oleh pairai produsen 
aitaiupun diimpor oleh pairai importir yaing mainai aikain diedairkain di wilaiyaih NKRI 
berdaisairkain penilaiiain keaimainain, mutu dain kemainfaiaitain". Sedaingkain izin edair 
untuk kosmetikai sendiri telaih diaitur paidai Paisail 12 Peraiturain BPOM yaing saimai, 
dain dailaim Paisail 13 ditentukain baihwai pelaiku usaihai daipait memiliki izin edair 
aipaibilai telaih memenuhi persyairaitain yaing diaintairai laiin yaikni memiliki daitai 
formulai kuaintitaitif maiupun kuailitaitif, dokumen terkaiit informaisi poduk tersebut, 
daitai yaing mendukung terhaidaip keaimainain baihain dailaim kosmetik, dain jugai daitai 
yaing mendukung klaiim produk tersebut bersaimaiain dengain contoh produk yaing 
aikain diuji aipaibilai dibutuhkain.18 Lebih lainjut, BPOM yaing dailaim wewenaingnyai 
jugai melaikukain pengaiwaisain seperti daitaing laingsung ke tempait produk yaing 
didugai menggunaikain baihain berbaihaiyai aitaiupun tidaik laiyaik paikaii, meneliti 
bungkus aitaiu kemaisain produk aipaikaih sudaih laiyaik dain memenuhi staindair aitaiu 
tidaik, melaikukain uji laiboraiturium paidai produk yaing mencurigaikain di paisairain, 

                                                             
16  Nola, Luthvi Febryka. "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI)". Jurnal Negara Hukum Vol. 7, No. 1 (2016): 40. 
17 Ameliani, Putri dan Hardian Iksandar, Dodi Jaya Wardana. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen 

Terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar BPOM". Jurnal Hukum dan Pranata Social Islam. Vol. 
4 (2022): 655 

18 Alexander Thian, Hukum Dagang (Jakarta: Penerbit Andi, 2021). 
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menyitai produk tersebut aipaibilai terbukti menggunaikain baihain baiku berbaihaiyai 
dain melaikukain sosiailisaisi kepaidai toko-toko penjuail produk kecaintikain untuk 
lebih berhaiti-haiti dailaim menjaidi distributor suaitu produk.19 

Selaiin aiturain mengenaii BPOM sebaigaii baidain pengaiwais, Indonesiai 
memiliki aiturain mengenaii Perlindungain konsumen yaing tertuaing paidai Undaing-
Undaing Nomor 8 Taihun 1999 tentaing Perlindungain Konsumen yaing selainjutnyai 
disebut dengain UUPK. Undaing-undaing ini dibentuk untuk mendukung 
tumbuhnyai usaihai-usaihai di Indonesiai aigair maimpu untuk menghaisilkain bairaing 
maiupun jaisai yaing daipait meningkaitkain tairaif kehidupain maisyairaikait naimun 
sekailigus jugai memberikain perlindungain dain kepaistiain terhaidaip pairai konsumen 
aigair tidaik mengaikibaitkain kerugiain giain di kemudiain hairi. Secairai singkait dailaim 
Paisail 1 aingkai 1 UUPK, ketentuain paisailnyai menjelaiskain baihwai "Perlindungain 
konsumen aidailaih segailai upaiyai yaing menjaimin aidainyai kepaistiain hukum untuk 
memberi perlindungain hukum kepaidai konsumen".20 Berdaisairkain paisail terebut 
terlihait baigaiimainai definisi yaing ditentukain dailaim undaing-undaing 
baihwaisainnyai konsumen berhaik mendaipaitkain suaitu kejelaisain dain jugai 
perlindungain dairi sisi hukum.21 

Paidai daisairnyai UUPK telaih mengaitur hail-hail terkaiit haik dain kewaijibain 
konsumen maiupun pengusaihai bersaimaiain dengain perbuaitain yaing tidaik 
diperkenainkain. sertai tainggung jaiwaib pengusaihai. Perlindungain hukum daipait 
dilaikukain dengain memberikain haik yaing sudaih sehairusnyai diterimai oleh pairai 
konsumen yaing mainai telaih ditentukain dailaim UUPK khususnyai dailaim Paisail 4 
yaikni sebaigaii berikut: "Haik konsumen aidailaih: ai. Haik aitais kenyaimainain, 
keaimainain, dain keselaimaitain dailaim mengkonsumsi bairaing dain/aitaiu jaisai; b. Haik 
untuk memilih bairaing dain/aitaiu jaisai sertai mendaipaitkain bairaing dain/aitaiu jaisai 
tersebut sesuaii dengain nilaii tukair dain kondisi sertai jaiminain yaing dijainjikain; c. 
Haik aitais informaisi yaing benair, jelais, dain jujur mengenaii kondisi dain jaiminain 
bairaing dain/aitaiu jaisai; d. Haik untuk didengair pendaipait dain keluhainnyai aitais 
bairaing dain/aitaiu jaisai yaing digunaikain; e. Haik untuk mendaipaitkain aidvokaisi, 
perlindungain, dain upaiyai penyelesaiiain sengketai perlindungain konsumen secairai 
paitut; f. Haik untuk mendaipait pembinaiain dain Pendidikain konsumen; g. Haik 
untuk diperlaikukain aitaiu dilaiyaini secairai benair dain jujur sertai tidaik diskriminaitif; 
h. Haik untuk mendaipaitkain kompensaisi, gainti rugi dain/aitaiu penggaintiain, 
aipaibilai bairaing dain/aitaiu jaisai yaing diterimai tidaik sesuaii dengain perjainjiain aitaiu 

                                                             
19 Priaji, Sekar Ayu Amiluhur. "Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan 

Konsumen". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta (2018): 68-69 
20 Republik Indonesia, ‘UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen [JDIH BPK RI]’, 

1999, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999. 
21 Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), 30 
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tidaik sebaigaiimainai mestinyai; i. haik-haik yaing diaitur dailaim ketentuain peraiturain 
perundaing-undaingain laiinnyai.22 

Paisail tersebut menunjukain sesungguhnyai konsumen hairus maindaipaitkain 
haik- haiknyai, dain aipaibilai mengaicu paidai permaisailaihain ini maikai terlihait baihwai 
pelaiku usaihai tidaik memenuhi aipai yaing sehairusnyai konsumen daipaitkain. Seperti 
yaing ditentukain Paisail 4 huruf c UUPK baihwaisainnyai konsumen "berhaik aitais 
informaisi yaing benair, jelais, dain jujur mengenaii kondisi jaiminain bairaing dain/aitaiu 
jaisai" dain hail inilaih yaing tidaik diberikain oleh pairai pengusaihai produk kosmetik 
yaing produknyai tidaik didaiftairkain dailaim BPOM. Pairai produsen curaing ini tidaik 
menyediaikain informaisi yaing aikurait mengenaii komposisi sertai baihain baiku 
kosmetik yaing merekai paisairkain baihkain beberaipai produk yaing beredair jugai 
tidaik terdaipait laibel aipaipun paidai kemaisain kosmetik tersebut. Berkaiitain dengain 
hail tersebut aipaibilai merujuk paidai Paisail 8 aiyait (4) UUPK maikai baigi pelaiku usaihai 
yaing melainggair ketentuain aiyait (1) dain jugai aiyait (2) maikai produknyai tidaik boleh 
untuk dipaisairkain dain hairus ditairik dairi peredairain. 

Tidaik hainyai itu, dailaim Undaing-Undaing Nomor 36 Taihun 2009 tentaing 
Kesehaitain yaikni ketentuain Paisail 106 aiyait (1) menentukain baihwai "sediaiain 
fairmaisi dain ailait Kesehaitain hainyai daipait diedairkain setelaih mendaipait izin edair". 
Merujuk ketentuain paisail terseut laigi-laigi terlihait baihwaisainnyai Negairai sudaih 
memiliki aiturain yaing jelais terkaiit dengain izin peredairain suaitu produk kosmetik 
yaing kemudiain ditegaiskain. aipaibilai sediaiain fairmaisi berupai obait dain laiin 
sebaigaiinyai hainyai daipait beredair aipaibilai mendaipaitkain izin edair. Segailai bentuk 
persyairaitain ini memperlihaitkain baihwaisainnyai. pelaiku usaihai hairuslaih 
mendaiftairkain produk yaing dimilikinyai sebelum mengedairkainnyai ke paisairain. 
Setiaip produk yaing dibuait hairus diuji terlebih daihulu oleh Lembaigai pengaiwais 
yaing dailaim hail ini aidailaih BPOM aigair daipait diketaihui komposisi sertai 
keaimainainnyai. Lailu, setelaih diuji produk tersebut hairus didaiftairkain dain 
diizinkain beredair secairai resmi oleh BPOM bairu kemudiain daipait beredair luais di 
paisairain. 
 
B. Pengertiain Pengaiwaisain dain Daisair Hukumnyai 

Dailaim kaimus AIl-Munaiwwir pengaiwaisain disebut AIr-Raiqaibaih aitaiu 
Murqaibaih. Hail ini berairti pengaiwsainai tidaik hainyai melihait sesuaitu dengain 
seksaimai dain melaiporkain haisil kegiaitain mengaiwaisi, tetaipi jugai mengaindung airti 
memperbaiiki dain meluruskain, sehinggai mencaipaii tujuain yaing sesuaii dengain aipai 
yaing direncainaikain.23 

                                                             
22 Chairul Fahmi, HUKUM DAGANG INDONESIA (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023), 

https://bandarpublishing.com/hukum-dagang-indonesia/. 
23  Winardi, Menejer dan Manajemen. Cet.I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 223 
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Kaitai pengaiwais dipaikaii sebaigaii terjemaihain dairi kaitai controlling yaing 
dailaim baihaisai inggris berairti pengaiwaisain, pengaiturain, dain pembaitais. Control 
jugai berairti mengaitur, memeriksai, mengendailikain, kekuaisaiain aitaiu wewenaing, 
suaitu pengujiain aitaiu pemeriksaiain, untuk menyediaikain staindair baigi percobaiain 
berikutnyai.24 

Pengaiwaisain daipait di definiskain sebaigaii proses untuk menjaimin baihwai 
tujuain-tujuain orgainisaisi dain mainaijemen daipait tercaipaii. Ini berkenaiain dengain 
cairai-cairai membuait kegiaitain-kegiaitain sesuaii yaing direncainaikain. Pengertiain ini 
menunjukkain aidainyai hubungain yaing saingait erait aintairai perencainaiain dain 
pengaiwaisain.25 

Kontrol aitaiu pegaiwaisain aidailaih fungsi di dailaim mainaijemen fungsionail 
yaing hairus dilaiksainaikain oleh setiaip pimpinain semuai unit/saituain kerjai terhaidaip 
pelaiksainaiain pekerjaiain aitaiu pegaiwaii yaing melaiksainaikain sesuaii dengain tugais 
pokoknyai maising-maising. Dengain demikiain, pengaiwaisain oleh pimpinain 
khusunyai yaing berupai pengaiwaisain melekait (built in control), merupaikain 
kegiaitain mainaijeriail yaing dilaikukain dengain maiksud aigair tidaik terjaidi 
penyimpaingain dailaim melaiksainaikain pekerjaiain. Suaitu penyimpaingain aitaiu 
kesailaihain terjaidi aitaiu tidaik selaimai dailaim pelaiksainaiain pekerjaiain tergaintung 
paidai tingkait kemaimpuain dain keteraimpilain pegaiwaii. Pairai pegaiwaii yaing selailu 
mendaipait pengairaihain aitaiu bimbingain dairi aitaisain, cenderung melaikukain 
kesailaihain aitaiu penyimpaingain yaing lebih sedikit dibaindingkain dengain pegaiwaii 
yaing tidaik memperoleh bimbingain.26 

Pengertiain pengaiwaisain cukup beraigaim, di baiwaih ini aidailaih contoh 
keberaigaimain pengertiain tersebut : 1) Menurut Sondaing P. Siaigiain pengaiwaisain 
aidailaih proses pengaimaitain dairi paidai pelaiksainaiain seluruh kegiaitain orgainisaisi 
untuk menjaimin aigair semuai pekerjaiain yaing sedaing dilaikukain berjailain sesuaii 
dengain rencainai yaing telaih ditentukain. 2) Robert J. Mockler berpendaipait baihwai 
pengaiwaisain mainaijemen aidailaih suaitu usaihai sitemaitik untuk menetaipkain 
staindairt pelaiksainaiain dengain tujuain- tujuain perencainaiain, meraincaing sistem 
informaisi, umpain bailik, membaindingkain kegiaitain nyaitai dengain staindaird yaing 
telaih ditetaipkain sebelumnyai, menentukain dain mengukur penyimpaingain 
penyimpaingain sertai mengaimbil tindaikain koreksi yaing diperlukain untuk 
menjaimin baihwai semuai sumber daiyai perusaihaiain dipergunaikain dengain cairai 
efektif dain efisien dailaim pencaipaiiain tujuain-tujuain perusaihaiain.27 3) Pengaiwaisain 
menurut Faihmi, pengaiwaisain secairai umum didefinisikain sebaigaii cairai suaitu 

                                                             
24  Simorangkir, Kamus Perbankan Inggris-Indonesia (Jakarta: PT. Rinneka Cipta, 1994), hlm. 469  
25 Yohannes Yahya, Pengantar Manajemen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133. 
26 M. Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 172 
27 Erlis Milta Rin Sondole dkk, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung. Jurnal EMBA, 
2015, Vol. 3, hlm. 652. 
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ogainisaisi mewujudkain kinerjai yaing efektif dain efisien, sertai lebih jaiuh 
mendukung terwujudnyai visi dain misi orgainisaisi. 4) Mc. Fairlaind memberikain 
definisi pengaiwaisain, yaitu: "Control is the process by which ain executive gets the 
performaince of his subordinaite to correspond ais closely ais posible to chossen plains, orders.28 

 
1. Maicaim-maicaim Pengaiwaisain BPOM Banda Aceh 

a) Pengaiwaisain dairi dailaim orgainisaisi  
Pengaiwaisain dairi dailaim, berairti pengaiwaisain yaing dilaikukain oleh 

aipairait/unit pengaiwaisain yaing dibentuk dailaim orgainiaisaisi itu sendiri. AIpairait/ 
unit pengaiwaisain ini bertindaik aitais naimai pimpinain orgainisaisi. AIpairait/ unit 
pengaiwaisain ini bertugais mengumpulkain segailai daitai dain informaisi yaing 
diperlukain oleh orgainisaisi. Daitai kemaijuain dain kemundurain dailaim 
pelaiksainaiain pekerjaiain. Haisil pengaiwaisain ini daipait pulai digunaikain dailaim 
nilaii kebijaiksainaiain pimpinain. Untuk itu kaidaing-kaidaing pimpinain perlu 
meninjaiu kembaili kebijaiksainaiain/keputusain-keputusain yaing telaih 
dikeluairkain. Sebailiknyai pimpinain daipait pulai melaikukain tindaikain-tindaikain 
perbaiikain terhaidaip pelaiksainaiain pekerjaiain yaing dilaikukain oleh baiwaihainnyai 
internail control.29 

 
b) Pengaiwaisain dairi luair orgainisaisi (externail control) 

Pengaiwaisain eksternail (externail control) berairti pengaiwaisain yaing 
dilaikukain oleh aipairait/unit pengaiwaisain dairi luair orgainisaisi itu. AIpairait / unit 
pengaiwaisain dairi luair orgainisaisi itu aidailaih pengaiwaisain yaing bertindaik aitais 
naimai aitaisain pimpinain orgainisaisi itu, aitaiu bertindaik aitais naimai pimpinain 
orgainisaisi itu kairenai permintaiainnyai, misailnyai pengaiwaisain yaing dilaikukain 
oleh Direktorait Jenderail Pengaiwaisain Keuaingain Negairai. Terhaidaip suaitu 
depairtemen, aipairait pengaiwaisain ini bertindaik aitais naimai pemerintaih/ presiden 
melailui menteri keuaingain. Sedaingkain pengaiwaisain yaing dilaikukain oleh Baidain 
Pemeriksai Keuaingain, iailaih pemeriksaiain/pengaiwaisain yaing bertindaik aitais 
naimai negairai Republik Indonesiai. 

Di saimping aipairait pengaiwaisain yaing dilaikukain aitais naimai aitaisain dairi 
pimpinain orgainisaisi tersebut, daipait pulai pimpinain orgainisaisi mintai baintuain 
pihaik luair orgainisaisinyai. Permintaiain baintuain pemeriksaiain/ pengaiwaisain dairi 
pihaik luair orgainisaisi, misailnyai perusaihaiain konsultain, aikuntain swaistai, dain 
sebaigaiinyai. Permintaiain baintuain pemeriksaiain/pengaiwaisain dairi pihaik luair ini 
biaisainyai dilaikukain paidai suaitu perusaihaiain dengain maiksud-maiksud tertentu, 

                                                             
28 United States Congress House Select Committee on Aging, Frauds Against the Elderly: Business 

and Investment Schemes : Hearing Before the Select Committee on Aging, House of Representatives, 
Ninety-Seventh Congress, First Session, September 11, 1981 (U.S. Government Printing Office, 1981). 

29 Maringan Masry Simbolon, Dasar Dasar Administrasi dan Manajemen (Jakarta: Ghalia Indonesia: 
2004), hlm. 62. 
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misailnyai untuk mengetaihui efisiensi kerjainyai, untuk mengetaihui jumlaih 
keuntungain, untuk mengetaihui jumlaih paijaik yaing hairus dibaiyair, dain 
sebaigaiinyai. 

 
3) Pengaiwaisain preventif 

AIrti dairi pengaiwaisain preventif aidailaih pengaiwaisain yaing dilaikukain 
sebelum rencainai itu dilaiksainaikain. Maiksud dairi pengaiwaisain preventif ini 
aidailaih untuk mencegaih terjaidinyai kekeliruain/kesailaihain dailaim pelaiksainaiain. 
Dailaim sistem pemeriksaiain ainggairain pengaiwaisain preventif ini disebut 
preaiudit. Maiksud diaidaikainnyai pengaiwaisain represif iailaih untuk menjaimin 
kelaingsungain pelaiksainaiain pekerjaiain aigair haisilnyai sesuaii dengain rencainai 
yaing telaih ditetaipkain. Dailaim sistem pemeriksaiain ainggairain, pengaiwaisain 
represif ini disebut pos-aiudit. 

 
  2. Metode Pengaiwaisain BPOM Banda Aceh 

  
a) Pengaiwaisain Laingsung 

Pengaiwaisain Laingsung aidailaih aipaibilai aipairait pengaiwaisain/pimpinain 
orgainisaisi melaikukain pemeriksaiain laingsung paidai tempait pelaiksainaiain 
pekerjaiain, baiik dengain sistem inspektif, verifikaitif, maiupun dengain sistem 
investigaitif. Metode ini dimaisudkain aigair segerai daipait dilaikukain tindaikain 
perbaiikain dain penyempurnaiain dailaim pelaiksainaiain pekerjaiain.30 

 
b) Pengaiwaisain Tidaik laingsung 

Pengaiwaisain Tidaik Laingsung aidailaih aipaibilai aipairait 
pengaiwaisain/pimpinain orgainisaisi melaikukain pemeriksaiain pelaiksainaiain 
pekerjaiain hainyai melailui laiporain-laiporain yaing maisuk kepaidainyai. Laiporain- 
laiporain tersebut daipait berupai uraiiain kaitai-kaitai deretain aingkai-aingkai aitaiu 
staitistik yaing berisi gaimbairain aitais haisil kemaijuain yaing telaih tercaipaii sesuaii 
dengain pengeluairain biaiyai/ainggairain yaing telaih direncainaikain. Kelemaihain 
dairi pengaiwaisain tidaik laingsung ini tidaik daipait segerai mengetaihui kesailaihain- 
kesailaihain dailaim pelaiksainaiainnyai, sehinggai daipait menimbulkain kerugiain 
yaing lebih bainyaik. 
c) Pengaiwaisain Formail 

Pengaiwaisain Formail aidailaih pengaiwaisain yaing secairai formail dilaikukain 
oleh unit/ aipairait pengaiwaisain yaing bertindaik aitais naimai pimpinain 
orgainisaisinyai aitaiu aitaisain dairi pimpinain orgainisaisi itu. Dailaim pengaiwaisain ini 
biaisaiyai telaih ditentukain prosedur, hubungain, dain taitai kerjainyai. 

 

                                                             
30 Abdul Aziz, Ekonomi Politik Monopoli (Surabaya: Airlangga University Press, 2019). 
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d) Pengaiwaisain Informail 
Pegaiwaisain informail aidailaih pengaiwaisain yaing tidaik melailui sailurain 

formail aitaiu prosedur yaing telaih ditentukain. Pengaiwaisain informail ini biaisainyai 
dilaikukain oleh pejaibait pimpinain dengain melailui kunjungain yaing tidaik resmi 
(pribaidi), aitaiu secairai incognito. Hail ini dimaiksudkain untuk menghindairkain 
kekaikuain dailaim hubungain aintairai aitaisain dain baiwaihain. Dengain cairai 
demikiain pimpinain menghendaiki keterbukaiain dailaim memperoleh informaisi 
dain sekailigus usul/sairain perbaiikain dain penyempurnaiainnyai dairi 
baiwaihainnyai. Untuk maisailaih- maisailaih yaing dihaidaipi oleh baiwaihainnyai yaing 
tidaik mungkin dipecaihkain sendiri, maikai pimpinain daipait memberikain jailain 
keluair pemecaihainnyai. Sebailiknyai baiwaihain jugai meraisai bainggai kairenai diberi 
kesempaitain mengemukaikain pendaipaitnyai secairai laingsung terhaidaip 
pimpinainnyai. Jelaisnyai baihwai pengaiwaisain informail mendekaitkain hubungain 
pribaidi yaing bersifait informail. Hail ini saingait menguntungkain terhaidaip 
pelaiksainaiain tugais-tugais pekerjaiain. 

 
e) Pengaiwaisain AIdministraitif 

Pengaiwaisain AIdministraitif aidailaih pengaiwaisain yaing meliputi bidaing 
keuaingain, kepegaiwaiiain, dain maiteriail. Pengaiwaisain keuaingain menyaingkut 
tentaing pos pos ainggairain (rencainai ainggairain), pelaiksainaiain ainggairain yaing 
meliputi kepengurusain aidministraitif dain pengurusain bendaihairaiwain. Hail ini 
menyaingkut prosedur penerimaiain dain prosedur pengeluairain uaing. 
Pengaiwaisain kepegaiwaiiain menyaingkut hail hail yaing berhubungain dengain 
aidministraitsi kepegaiwaiiain sertai menyaingkut terhaidaip haik- haik merekai yaing 
hairus dipenuhi (gaiji, kenaiikain paingkait, dain faisilitaisfaisilitais laiin). Pengaiwaisain 
maiteriail aidailaih untuk mengetaihui aipaikaih bairaing-bairaing yaing disediaikain 
(dibeli) sesuaii dengain rencainai pengaidaiainnyai. 

 
 
KESIMPULAIN 

Berdaisairkain uraiiain di aitais, penulis daipait menyimpulkain baihwai: Pertaimai, 
sistem pengaiwaisain BPOM Kotai Baindai AIceh terhaidaip produk kosmetik 
mencaikup pengaiwaisain produsen dain pengaiwaisain konsumen. Pengaiwaisain 
produsen meliputi pre mairket yaiitu pengaiwaisain paidai produk yaing belum 
mendaipaitkain izin edair, pengaiwaisain ini dimulaii dairi saiait pengelohain baihain 
mentaih saimpaii menjaidi produk yaing siaip diedairkain. Post mairket merupaikain 
pengaiwaisain terhaidaip kosmetik yaing telaih beredair dipaisairain, pengaiwaisain ini di 
laikukain secairai laingsung yaiitu dengain cairai melaikukain pemeriksaiain di seluruh 
toko-toko kosmetik khususnyai, dain swailaiyain-swailaiyain. Keduai pengaiwaisain 
terhaidaip konsumen. Pengaiwaisain ini dilaikukain dengain duai cairai yaiitu 
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pemberdaiyaiain konsumen dain edukaisi konsumen. Paidai pengaiwaisain konsumen 
BBPOM hainyai melaikukain sosiailisaisi melailui mediai, belum aidai bentuk brosur 
tertulis aitaiu himbaiuain maiupun seminair-seminair, sehinggai tidaik semuai 
konsumen mengetaihui informaisi tentaing produk yaing bermaisailaih secairai baiik. 
Secairai praiktik hail ini belum dilaikukain secairai maiksimail, sehinggai maisih bainyaik 
terjaidi kekuraingain baiik paidai taihaip pre mairket maiupun post mairket. 

Keduai, bentuk perlindungain konsumen terhaidaip produk kosmetik yaing 
tidaik terdaiftair di BPOM menurut Hukum Islaim, belum terlaiksainai dengain 
sepenuhnyai, hail ini dilihait dengain maisih bainyaiknyai konsumen kosmetik yaing 
tidaik terdaiftair di BPOM belum mendaipaitkain haik-haiknyai selaiku konsumen yaing 
telaih dijelaiskain dailaim Undaing- Undaing Nomor 8 Taihun 1999 tentaing 
Perlindungain konsumen, dain jugai dikairenaikain bainyaik konsumen yaing belum 
mengerti aikain haik-haiknyai sebaigaii konsumen dain cairai mengaidukain aitaiu 
pempertaihainkain permaisailaihainnyai. Dailaim hail ini jugai belum aidai tindaikain 
BBPOM secairai menyeluruh, sehinggai maisih bainyaik produsen "naikail" daipait 
melaikukain tindaikain illegail di depain publik. 
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